BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Pertanahan Nasional

Dalam Negara Kesatuan RI satu-satunya lembaga atau institusi yang
sampai saat ini diberikan kewenangan (kepercayaan) untuk mengemban
amanah dalam mengelola bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia (BPN-RI).

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;

c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di
bidang pertanahan;

f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
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. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-
wilayah khusus;

penyiapan administrasi atas tanah yang dikuvasai dan/atau milik
negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;

kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;

penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di
bidang pertanahan;

. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di
bidang pertanahan;

. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang
pertanahan;

pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang
pertanahan;

pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau
badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
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Oleh karena itu, maka BPN-RI dengan mandat baru tersebut, ke depan
harus mampu memegang kendali perumusan kebijakan nasional di bidang
pertanahan, kebijakan teknis, perencanaan dan program, penyelenggaraan -
pelayanan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum
hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, penguasaan dan
pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan
Institusi/lembaga ini salah satu misi nya adalah melakukan pengkajian dan
penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.

Sebagai wujud keinginan dan kepedulian Pemerintah untuk menangani
konflik dan sengketa pertanahan yang mempunyai implikasi langsung
terhadap korban di bidang pertanahan, maka dalam pembentukan BPN-RI
dengan visi dan misi yang baru, di BPN Pusat telah dibentuk Deputi IV
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Pasal
343 Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2006) selanjutnya di tingkat Propinsi
Kantor Wilayah BPN dibentuk Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, setiap Kantor
Pertanahan Kabupaten/ Kota membentuk Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara.(Pasal 4 dan 27, 32, dan 53 Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2006).

Sementara untuk mewujudkan visi dan misi BPN-RI yang baru tersebut,
BPN, telah menetapkan sebelas agenda kegiatan, yaitu:

1) Membangun kepercayaan masyarakat pada BPN;

2) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta
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3)

4)

3)

6)
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8)
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Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah;

Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana
alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air;

Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik
pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis;

Membangun Sistem Infomasi dan Manajemen Pertanahan Nasional
(SIMTANAS) dan Sistem keamanan dokumen pertanahan di seluruh
Indonesia;

Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat;

Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar;
Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan

pertanahan yang telah ditetapkan;

10) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional; dan

11) Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum, dan kebijakan

pertanahan.

Terkait permasalahan konflik batas daerah antara Kabupaten

Sleman dan Kabupaten Bantul tidak bisa dilepaskan dari peranan BPN

sebagai lembaga yang mengurusi pertanahan selain di tingkat Provinsi dan

Kabupaten telah dibentuk Badan atan seksi Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan, penyelesaian permasalahan batas daerah

di kedua Kabupaten tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti otentik
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B. Tinjanana Batas Daerah

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah dibentuk dengan Undang-
Undang Pembentukan daerah, antara lain mencakup : nama, ibukota, cakupan
wilayah, batas. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan setiap
undang-undang pembentukan daerah otonom baru mengamanatkan bahwa
penentuan batas wilayah daerah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri. Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri
Dalam Negeri dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang
memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat
titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai,
jalan), aspek ﬁsii( di lapangan di tandai dengan terpasang pilar batas dan
teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas.

Di dalam UU No. 32/2004 mengatur penentuan dan penegasan batas
wilayah baik di darat maupun di laut. Menteri Dalam Negeri telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2006 tentang
Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Penegasan batas darat meliputi beberapa langkah yaitu penelitian
dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan

penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas. Dalam penegasan
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ayat 2, wajib diterapkan prinsip geodesi. Jelas terlihat dalam hal ini bahwa
peran surveyor geodesi sangat penting dalam penegasan batas daerah.’

Secara teknis, aspek yang sangat penting dalam penegasan batas daerah
adalah prinsip geodesi atau survei pemetaan. Hal yang harus diperhatikan
dalam penentuan dan penegasan batas adalah jenis batas yang akan digunakan,
teknologi yang dipilih terkait kualitas hasil yang diharapkan, serta partisipasi
masyarakat yang secara langsung akan tekena dampak akibat adanya
penegasan batas tersebut.

Untuk darat, misalnya, batas bisa ditentukan dengan unsur alam (sungai,
watershed, dan danau), dan unsur buatan (jalan, rel kereta, saluran irigasi, dan
pilar batas). Penggunaan unsur-unsur alam akan mengakibatkan batas menjadi
dinamis akibat perubahan bentang alam. Hal inilah yang mengakibatkan
bergesernya batas antara DIY dan Jateng. Namun demikian, penggunaan unsur
alam ini umumnya mudah diidentifikasi oleh masyarakat sekitar.

Untuk batas dari unsur buatan seperti pilar batas, penentuan posisi yang
akurat merupakan hal penting. Dalam kaidah geodesi, penentuan posisi pilar
batas harus dinyatakan dalam koordinat dengan datum dan sistem proyeksti
yang jelas. Angka koordinat tanpa spesifikasi datum yang pasti sesungguhnya
tidak menjelaskan apa-apa. Koordinat yang sama jika datumnya berbeda akan

mengacu pada posisi yang berbeda di lapangan. Sebaliknya, suatu posisi
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tertentu di lapangan bisa dinyatakan dengan koordinat yang berbeda jika
datum dan sistem proyeksinya berbeda.

Terkait dengan ketelitian posisi/koordinat titik batas, Permendagri juga
sudah memberikan spesifikasi yang rinci. Ketelitian ini tentunya terkait
dengan teknologi dan metode penentuan posisi yang digunakan. Penentuan
posisi dengan Global Positioning System (GPS), yaitu penentuan posisi
dengan satelit, adalah salah satu yang direkomendasikan. Namun demikian,
penggunaan GPS sendiri harus memperhatikan jenis dan metode
pengukurannya untuk mendapatkan posisi dengan ketelitian yang disyaratkan.
Pengukuran dengan GPS navigasi (handheld) seperti yang sekarang populer di
masyarakat berupa peranti seukuran handphone tentu saja menghasilkan
ketelitian posisi yang lebih rendah dibandingkan penggunaan GPS jenis
geodetik yang dilakukan secara relatif (deferensial).

Tim Penegas‘an Batas di tingkat provinsi maupun pusat harus memahami
hal ini. Dalam era otonomi di mana luas dacrah menjadi salah satu indikator
dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), batas dacrah menjadi sangat
penting artinya, Tanpa batas yang tegas, luas tidak mungkin dihitung. Oleh
karena itu, penentuan dan penegasan batas merupakan agenda penting dalam
melaksanakan otonomi daerah.

Dengan adanya kejelasan batas daerah maka dapat mencegah terjadinya
konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa

serta ekonomi biaya tinggi (high cost economic), tertatanya kode wilayah
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pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembangunan daerah yang berjalan
optimal dan terlaksananya penyaluran dana perimbangan (DAK) yang tidak
menimbulkan konflik.

Terkait DAU, ada sebuah wacana bahwa luas wilayah yang berpengaruh
terhadap besarnya DAU yang diterima suatu daerah seharusnya bukan saja
luas daratan seperti yang berlaku sekarang, tetapi juga luas laut. Hal ini untuk
menciptakan keadilan bagi daerah yang berbentuk kepulavan dimana luas
daratannya lebih sempit dari luas wilayah laut yang menghubungkan pulau-
pulau dalam provinsi tersebut. Meskipun masih wacana, hal ini telah menjadi
kajian serius berbagai pihak, dan ini juga mengindikasikan bahwa penentuan
(delimitasi) batas maritim antar daerah menjadi penting.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Plt. Dirjen
Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 14 Juni 2010, Permasalahan
Penataan Batas Daerah adalah sebagai berikut:

1. Batas daerah yang tidak jelas akan memicu konflik di wilayah

perbatasan;

2. Pada umumnya permasalahan muncul terkait dengan pembentukan

daerah otonom baru, yang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
(1999 s.d. 2009) mencapéi 205 (dua ratus lima) daerah otonom baru
(wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota). hal ini dikarenakan peta-peta

lampiran pada Undang-Undang tentang pembentukan daerah pada

I T IR TRE PN hﬂll"“ mnmnn:nl\: ﬂ'n“f")' trn:r'n'n mamoatnoan coanarn lrnr"n.rrrnn



14

sehingga dalam pelaksanaan penegasan batas daerah secara pasti di

lapangan banyak menimbulkan multitafsir yang berdampak kepada :

a. Overlapping cakupan wilayah;

b. Duplikasi pelayanan pemerintahan atau tidak adanya pelayanan

pemerintahan;

¢. Perebutan untuk mengelola sumber daya alam;

d. Overlapping perijinan lokasi usaha;dan

e. Daerah pemilihan ganda pada proses Pemilu dan Pemilu Kepala
Daerah.

Kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan perbatasan antar
daerah:

1. Mendorong peran gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian
dimaksud dan perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota di lvar wilayahnya. Menteri Dalam Negeri
memfasilitasi penyelesaian perselisihan dimaksud sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah khususnya Pasal 198, yaitu:

a. Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi

pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi,
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b. Apabila terjadi perselisihan antar Provinsi antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri
menyelesaikan perselisihan dimaksud,

¢. Keputusan sebagaimana dimaksud bersifat final.

2. Untuk menghindari terjadinya permasalahan sengketa batas daerah,
diusulkan Undang-Undang Pemekaran Wilayah harus mencantumkan/
mengidentifikasi :

a. cakupan wilayah desa-desa di wilayah perbatasan dengan titik-
titik koordinat;

b. kejelasan kepemilikan pulau-pulau;

¢. pembuatan peta lampiran harus merujuk pada peta yang
dikeluarkan oleh instansi yg berwenang;

d. batas daerah yang tertuang dalam batang tubuh harus sesuai
dengan yang tergambar di atas peta lampiran Undang-Undang
Pemekaran Wilayah serta sesuai standar kaidah pemetaan
secara kartografi;

e. proses utk menentukan hal tersebut, harus dikoordinasikan
antara Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan

Penegasan batas daerah dititik beratkan pada upaya mewujudkan

batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di
Japangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 2
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Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah. Penetapan Batas Wilayah dilakukan melalui penegasan batas
daerah yang merupakan kegiatan penentuan batas secara pasti (fived
boundary) di lapangan, dengan sistim referensi nasional yang digunakan
Datum Geodesi Nasional 1995. Batas daerah merupakan pemisah wilayah
penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Batas

daerah di darat merupakan pemisah wilayah administrasi pemerintahan

antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar

koordinat di peta. Batas daerah di laut merupakan pemisah antara daerah
yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat
di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan
pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Pelacakan batas daerah di darat
merupakan kegiatz;m untuk menentukan letak batas di darat berdasarkan
kesepakatan dan pemasangan tanda batas sementara. Penegasan batas
dacrah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan
pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, penegasan batas
dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di
lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas. Penegasan batas
dacrah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam
Undang-undang Pembentukan Daerah. Penegasan batas dacrah di darat

diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen pelacakan batas;
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pembuatan peta batas. Tahapan penegasan batas daerah dilakukan dengan
prinsip geodesi dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Penelitian dokumen meliputi: Peraturan Perundang-Undangan
tentang Pembentukan Daerah dan dokumen lainnya yang disepakati oleh
daerah yang bersangkutan. Kegiatan pelacakan batas daerah di lapangan
meliputi penentuan titik-titik batas dan garis batas sementara di lapangan.
Pengukuran situasi dilakukan sepanjang garis batas daerah selebar 100 m ke
kiri dan 100 m ke kanan garis batas tersebut. Batas daerah yang ditegaskan
dapat dinyatakan dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia seperti:
pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti: watershed,
sungai. Batas daerah yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk
bangunan fisik seperti melalui danau dan tengah sungai dinyatakan dengan
pilar acuan batas. Dalam rangka menetapkan dan menegaskan batas daerah
perlu dilakukan kegiatan penelitian dokumen batas, pelacakan batas,
pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan
pembuatan peta batas. Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah

belum ada atau belum jelas, maka dapat diterapkan penggunaan bentuk-

" bentuk batas alam. Batas alam merupakan objek di lapangan yang dapat

dinyatakan sebagai batas daerah. Penggunaan bentuk alam sebagai batas
daerah akan memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu
memasang pilar yang rapat. Bentuk-bentuk batas alam yang dapat

digunakan sebagai batas daerah adalah garis batas di sungai merupakan
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di tepi sungai yang memotong garis batas tersebut. Pada daerah sungai yang
labil, pilar dipasang agak jauh dari sungai sehingga pilar tersebut bukan
merupakan pilar batas tetapi titik acuan bagi batas sebenarnya. Dari pilar
tersebut harus diukur jarak ke tepi dekat dan tepi jauh sungai serta

arahnya, 2

C. Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah
segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau
pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari
pengaduan sesuatu pihak (orang / badan) yang berisi keberatan dan
tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. >

Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya
perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang
dilakukan  secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki
seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun

lingkungan sosial’

2 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam
Penetapan Batas Wilayah, Disampaikan dalam Seminar Nasional peringatan setengah abad Teknik
Geodesi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 Juni 2009

: Depdikbud, 1990: 643
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Aa tiga fase atau tahap dalam proses bersengketa,’
1. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas sesorang.
2. Konlflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui
tentang adanya perasaan tidak puas tersebut,
3. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan
dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

Pada fase pertama mempunyai ciri monodik yaitu ada satu
pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Sedangkan fase kedua
memiliki ciri dialik artinya kedua pihak merasa sadar telah masuk konflik
dan terakhir mempunyai ciri triadik atau publik, sengketa antara
mereka tidak dapat terselesaikan mereka sendiri sehingga telah
mengikutsertakan pihak lain untuk ikut menyelesaikan sengketa mereka.

Konflik atau sengketa merupakan suatu peristiwa hukum
sehingga sebabnya juga dapat dikenal dengan melibatnya melalui
pandangan hukum.

2. Faktor penyebab sengketa

Timbulnya bentuk-bentuk konflik pada umumnya disebabkan

oleh berbagai faktor yaitu :

1. Konflik Data {(Data Conflict)

*Mulyo Putro, No. 4 Oktober — Desember 2002, Pluralisme Hukum dan
Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Masalah-masalah Hukum Volume XXI, him 188
B e o o = P P . _ o - . o o o o
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Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (Jack of
information) kesalahan informasi (miss information), adanya perbedaan
pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, adanya
berbeda penafsiran terhadap prosedur.

. Konflik Kepentingan (Interest Conflict)

Dalam melaksanakan kegiatan, setiap pihak memiliki kepentingan
tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama.
Timbulnya konflik kepentingan ada beberapa hal sebagai berikut :

a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing

b. Ada kepentingan substansi dari para pihak

c. Ada kepentingan prosedural

d. Ada kepentingan psikologi

. Konflik Hubungan (Relationship Conflict)
Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat
(strong emotion) adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, (poor
communication) atau kesalahan komunikasi (miss communikasi) dan
tingkah laku negatif yang berulang-ulang (Repetitive Negative
Behaviour).

. Konflik Struktur (Structural Conflict)
Konflik struktur dapat terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau

interaksi kontrol yang tidak sama. Kepemilikan atau distribusi sumber
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psikologi yang tidak sama atau faktor-faktor lingkungan yang

menghalangi kerjasama serta waktu yang sedikit.

5. Konflik Nilai (Value Conflici)

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria. evaluasi
pendapat atau perilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup ideologi
dan agama. Adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian
orang lain.

Konflik yang terjadi antara Kabupaten Sleman dan-Kabupaten Bantul di
pengaruhi oleh faktor data (data conflict) karena adanya kekurangan
informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan dan adanya
perbedaan interpretasi terhadap data terkait batas daerah yang tergambar
dalam peta. Selain itu juga adanya konflik kepentingan antara pemerintah
Kabupaten Bantul dan Sleman.

3. Macam-Macam Upaya Penyelesaian Sengketa
Prosedur penyelesaian sengketa hukum atas tanah belum diatur secara
konkrit seperti halnya mekanisme permohonan hak atas tanah. Oleh karena
itu penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan cara penyelesaian yang
seragam, tetapi dari pengalaman cara penanganan yang ada telah kelihatan
melembaga walaupun masih samar-samar. Demikian pula bila ada anggota
masyarakat yang terlibat pertikaian diupayakan dapat selesai secara

musyawarah atan dibantu penyelesaiannya oleh para orang tua atau yang
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menekankan nilai-nilai luhur tersebut diatas. Kendatipun cara-cara
demikian sedikit demi sedikit mengalami erosi akan tetapi cara-cara
demikian masih ada yang tetap berlangsung hingga sekarang. Bentuk suatu
penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang diperlukan
oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk
menyelesaikannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam
berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia
dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui pengadilan dan
penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut sebagai
alternatif penyelesaian sengketa (dlternative Dispute Resolution / ADR).
ADR merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau
sengketa yang kooperatife yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau
solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution
-(menang).
Selain Putromengemukakan cara-cara untuk menyelesaikan

sengketa-:’
1. Membiarkan saja (Lumping it)

Mengabaikan saja -persengketaan tersebut dan-menganggap-tidak perlu

diperpanjang.

2. Mengelak (dvoidance)
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3. Paksaan {Coercion)

Suatu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain.

4. Perundingan (Negotiation)
Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

5. Mediasi (Mediation)
Ada pihak yang ketiga yang membantu kedua belah pihak yang
berselisih untuk menemukan kompromi.

6. Arbitrase (Arbitration)
Kedua belah pihak meminta pihak ketiga yakni Arbitrator / Arbiter
untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima
keputusan apapun dari arbitrator tersebut.

7. Peradilan{Ajudication)
Pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri masalah
(vonis dan cksekusi) terlepas dari keinginan para pihak.

Bertitik tolak dari pendapat Nadder dan Tod tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan satu
jenis pemecahan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa  dapat
dikelompokkan dalam 3 kelompok utama yakni dilakukan oleh satu pihak
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa saja dan yang
melibatkan pihak ketiga. Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah negosiasi.
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suatu keputusan atau kesepakatan tanpa campur tangan atau bantuan pihak
ketiga. Biasanya penyelesaian model ini tidak berdasarkan peraturan yang
ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri. Sedangkan
penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian
vang berbentuk qgjudikasi, arbitrase dan mediasi. Bentuk-bentuk
penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan.
Persamaannya adalah bahwa ketiga bentuk penyelesaian ini bersifat- triadic
karena melibatkan pihak ketiga.

Sedangkan perbedaann.ya adalah sebagai ajudikasi merupakan
penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai
wewenang untuk campur tangan dan ia dapat melaksanakan keputusan
yang telah ditentukan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak
para pihak. Berbeda dengan ajudikasi, arbitrase merupakan penyelesaian
sengketa yang dilakukan pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh
pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi adalah bentuk

penyelesaian yang melibatkan, pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak
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